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WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN
WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 900. 495 / 4§\ /Wk-Pyk/2018

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

Menimbang : a.
b.
Mengingat -
2.

TAHUN ANGGARAN 2019
WALIKOTA PAYAKUMBUH ,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kepala
daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan
mewakili pemerintah daerah dalam  kepemilikan
kekayaan daerah yang dipisahkan, mempunyai
kewenangan menetapkan bendahara  penerimaan
dan/atau bendahara pengeluaran;
bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas
perlu  ditetapkan dengan Keputusan  Walikota
Payakumbubh;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970
tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan
Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 19);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
euangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

/-



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 90 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416),

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) -
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10.

L1,

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Payakumbuh ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2010 Nomor 03 ) ;

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun
2016 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 9);

Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (Berita
Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 111)
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

Keputusan Walikota Payakumbuh Tentang Penunjukan
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di
Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun
Anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran
keputusan ini;

Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya
dalam kolom 3 dengan jabatan seperti tersebut dalam
kolom 4 lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara
Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan
Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019;
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan
ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran
2019;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2019.

Ditetapkan di Payakumbuh

pada tanggal 98 1#sember 20
WALIKOTA PAYAKUMBUH,

RIZ LEPI

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

U hWN =

LArsip

. Saudara Inspektur Kota Payakumbuh di Payakumbuh.

. Saudara Pimpinan BPD Sumatera Barat Cabang Payakumbuh di Payakumbubh.
. Saudara Kepala OPD se Kota Payakumbuh di Payakumbuh.

. Saudara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

. Dan lain-lain yang dirasa perlu. /
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